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Abstrak

Anisa Isdiyanti. 20200011126. (2020). Public Sphere dan Politik Protes Gender:
Transformasi Gerakan Feminisme Era Presiden Manshour Hadi. Tesis, Program
Studi Interdisciplinary Islamic Studies, Konsentrasi Kajian Timur Tengah,
Pascasarjana, Univeristas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yaman salah satu negara konservatif yang terdapat banyak bias gender
dalam hal hak perempuan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Selain itu, Yaman tergolong negara yang miskin di Timur Tengah serta tak lepas
dari konflik, baik konflik etnis ataupun agama. Perempuan Yaman menjadi tidak
berdaya akibat otoritas keagamaan dan struktur sosial yang represif sehingga
perempuan Yaman menerima ketidakadilan dalam posisinya sebagai bagian dari
masyarakat. Hal tersebut menyebabkan peran perempuan di Yaman
termarginalisasi dalam ruang politik, ekonomi, dan sosial.

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi dan mengkaji munculnya politik
protes gender di ruang publik Yaman pada masa pemerintahan Manshour Hadi
dari 2012 sampai 2020. Pendekatan public sphere Jirgen Habermas dalam
konteks ruang publik memiliki peran yang penting dalam demokrasi karena
memungkinkan warga negara untuk bertemu, berkomunikasi, dan membuat
keputusan bersama, serta mempengaruhi kebijakan publik. Kemudian, pendekatan
gerakan gender dengan konsep politik kesalehan perempuan Saba Mahmood
tentang agama dan kebebasan, kapitalisme serta liberalisme dalam konflik
kontemporer di Timur Tengah digunakan untuk memahami sebuah gerakan
perempuan Yaman hadir di ruang publik menyuarakan kesetaraan gender. Selain
itu pendekatan feminisme marxis sosialis Juliet Mitchell tentang kapitalisme dan
patriarki digunakan untuk menelaah adanya pembagian kerja antara perempuan
dan laki-laki serta pemisahan antara laki-laki di dunia publik dan perempuan di
dunia domestik. Metode yang digunakan ialah metode kualitatif dengan teknik
pengumpulan data studi literatur.

Hasil riset yang didapatkan mengungkapkan bahwasanya upaya
pemberdayaan perempuan di Yaman menemui berbagai kendala yang disebabkan
kurangnya kapasitas pemimpin perempuan, ketidakstabilan politik, dan ekonomi
serta kurangnya budaya dukungan politik. Dari penelitian ini, penulis menemukan
bahwa kultur patriarki yang kuat melekat terhadap dogma-dogma agama menjadi
tolok ukur kegagalan pemberdayaan perempuan Yaman. Secara politik, ada upaya
pemerintah Yaman dalam mendukung strategi pemberdayaan perempuan guna
mencapai kesetaraan gender (gender equality), namun secara sosial, masyarakat
terutama tokoh-tokoh tradisional tidak mendukung dengan adanya strategi
pemberdayaan gender equality.

Kata kunci: Public Sphere, Politik Protes, Gender, Feminisme , Yaman.
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Abstrack

Yemen is a conservative country where there are many gender biases in
terms of women's rights in the fields of education, health, and the economy. In
addition, Yemen is classified as a poor country in the Middle East and is not free
from conflict, both ethnic and religious. Yemeni women become powerless due to
religious authority and repressive social structures, so they accept injustice in their
position as part of society. This causes the role of women in Yemen to be
marginalized in the political, economic, and social spaces.

This study aims to explore and examine the emergence of the politics of
gender protest in the Yemeni public space during the reign of Manshour Hadi
from 2012 to 2020. Jirgen Habermas's public sphere approach in the context of
public space has an important role in democracy because it allows citizens to
meet, communicate, and make collective decisions, as well as influence public
policy. Then, the approach of the gender movement with the political concept of
women's piety Saba Mahmood's views on religion and freedom, capitalism, and
liberalism in contemporary conflicts in the Middle East are used to understand a
Yemeni women's movement present in the public space voicing gender equality.
In addition, Juliet Mitchell's socialist-Marxist feminism approach to capitalism
and patriarchy is used to examine the division of labor between women and men
and the separation between men in the public world and women in the domestic
world. The method used is a qualitative method with a literature study data
collection technique.

The research results obtained revealed that efforts to empower women in
Yemen encountered various obstacles due to a lack of capacity among women
leaders, political and economic instability, and a lack of a culture of political
support. In this study, the authors found that a strong patriarchal culture attached
to religious dogmas became a benchmark for the failure of Yemeni women's
empowerment. Politically, there are efforts by the Yemeni government to support
the women's empowerment strategy to achieve gender equality, but socially, the
community, especially traditional figures, do not support the existence of a gender
equality empowerment strategy.

Key Words: Public Sphere, Politics of Protest, Gender, Feminism , Yemen.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi politik di Timur Tengah identik dengan adanya konflik.! Konflik
dapat berupa permasalahan transnasional dalam pelbagai macam aspek, baik itu
dari segi keamanan, ekonomi, politik maupun ideologi.? Salah satu konflik politik
di Timur Tengah adalah konflik Yaman. Konflik yang terjadi di Yaman saat ini
merupakan puncak dari gelombang yang telah terjadi selama bertahun-tahun.

Diawali dari gelombang Arab Spring yang terjadi pada akhir tahun 2010 yang

! Firmanda Taufiq dan Rahmat Linur, “Realisme dan Konflik Timur Tengah dalam
Kesusastraan Arab”, Nady al-Adab: Jurnal Bahasa Arab, Vol. 18 No. 2 (2021). Lihat juga
Muhammad Zainal Muttaqien, “Ideologi: Faktor Konflik dan Kegagalan Timur Tengah”, Nation
State Journal of International Studies, Vol. 1 No. 2 (Desember 2018). Nilna Indriana, “Pemetaan
Konflik di Timur Tengah (Tinjauan Geografi Politik), An-Nas: Jurnal Humaniora, Vol. 1 No. 1
(2017). Ismah Tita Ruslin, “Memetakan Konflik di Timur Tengah (Tinjauan Geografi Politik),”
Jurnal Politik Profetik, Volume 1 Nomor 1 (Tahun 2013): 2-5.

2 Rizki Pratama Putra, Maryam Jamilah, Poppy Irawan, “Intervensi Militer Arab Saudi
Terhadap Konflik Yaman Untuk Membendung Pengaruh Iran Di Timur Tengah,” Jurnal PIR Vol.
4 No. 1 (2019), 2528-7192. Selain itu, Yaman merupakan salah satu negara di Timur Tengah yang
mengalami proxy war. Lihat Fahrudin dan Habib Akbar, "Proxy War dalam Konflik Yaman,"
ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah, Volume 18, No. 1, (Maret 2012): 2. Menurut Poltak
Partogi Nainggolan, 2020, konflik internal yang berlangsung di Yaman tidak hanya dapat
memenuhi kepentingan pihak internal yang bertikai, namun juga pihak luar yang turut
berkepentingan dengan kompleksitas kepentingannya masing-masing.



menyeret Yaman ke dalam pusaran konflik.> Konflik Yaman bertransformasi
menjadi perang saudara yang semakin besar dan memakan banyak korban.*
Yaman merupakan negara konservatif yang miskin di antara negara-negara
Timur Tengah dan gempar akan konflik, baik konflik etnis ataupun agama.® Sekte
yang kuat adalah Islam Syiah Zaidiyyah (Houthi)® yang menentang dan
mengudeta pemerintahan Ali Abdullah Saleh. lalah Tawakul Karman salah satu
tokoh perempuan pegiat Hak Asasi Manusia Yaman, wartawan, dan juga pejuang
hak-hak perempuan, di balik revolusi yang menggulingkan Ali.” Karman adalah
penggagas Women Journalist Without Chains yang memimpin ribuan perempuan
bersama demonstran lain memprotes masalah pengangguran, krisis ekonomi,

korupsi dan pelbagai usulan perubahan konstitusi. Selain itu, kaum perempuan

3 Fenomena Arab Spring yaitu sebuah fenomena gelombang protes besar-besaran,
pemberontakan militer terhadap pemerintahan yang melanda di negara-negara Timur Tengah.
Arab Spring juga melanda Yaman yang dimulai pada 16 Januari 2011 dengan demonstrasi kecil di
kota Sana’a. Menurut Jamshidi, 2014, setelah jatuhnya presiden Mesir Hosni Mubarak, para
pengunjuk rasa mulai turun di kota Sana’a dengan jumlah massa yang lebih besar dan melakukan
demonstrasi besar-besaran untuk menggulingkan presiden Ali Abdullah Saleh yang dianggap
otoriter karena menjabat dan menguasai Yaman selama 33 tahun.

* Alvis Rahman Bhasuki, dkk, “Perang Saudara di Yaman: Analisis Kepentingan Negara
Interventif dan Prospek Resolusi Konflik”, Jurnal lImu Komunikasi Volume X Nomor 1, (Juni
2019): 2-6. Tim Peneliti dari Pusat Studi ASEAN, Asia Afrika dan Timur Tengah, Universitas
Padjadjaran. Tim peneliti terdiri dari empat orang, antara lain; Alvis Rahman Bhasuki, John Daniel
Chrisvaldo Siahaan, Windy Dermawan dan Akim.

5 Putra, dkk, “Intervensi Militer Arab Saudi Terhadap Konflik Yaman untuk Membendung
Pengaruh Iran di Timur Tengah”, 8.

6 Salah satu kelompok yang kuat dalam melakukan pemberontakan terhadap pemerintah
Yaman adalah kelompok al-Houthi. Kelompok ini pada awalnya hanya berada di Yaman Utara,
tepatnya di kota Sa’adah, sebuah kota yang terletak 240 km di utara ibu kota Sana’a. Di sana
terdapat perkumpulan terbesar orang-orang Syiah Zaidiyah di Yaman. Pada tahun 1985, dibentuk
sebuah perkumpulan untuk mempelajari ajaran-ajaran Syiah Zaidiyah. Perkumpulan itu disebut
dengan Ittihad asy-Syabab (Persatuan Pemuda). Kelompok ini didirikan oleh Husein bin
Badruddin al-Houthi. Selengkapnya lihat Ahmad Fuadi, “Kepentingan Arab Saudi Menghentikan
Gerakan Pemberontak Houthi”, Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah, (2017) dalam
jdod.ejournal.unri.ac.id, diakses tanggal 21 November 2022, 20.08.

" Nahed Eltantawy, “From Veiling to Blogging: Women and Media in the Middle Eastern”,
Jurnal  Feminist Media Studies, Volume 13 Nomor 5, (2013): 1-2, dalam
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14680777.2013.838356 , diakses tanggal 22
Desember 2022, 13.08.



https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14680777.2013.838356

terbelenggu oleh tradisi dan diperlakukan sebagai warga kelas dua.® Kasus kawin
paksa gadis di bawah umur menjadi headline surat kabar di Yaman. Tawakkul
Karman memperjuangkan nasib perempuan sejak lama agak sedikitnya 30 persen
posisi di kantor pemerintahan diisi oleh perempuan.® Oleh sebab itu, perjuangan
Karman memperoleh Hadiah Nobel Perdamaian dan mendedikasikan hadiah
tersebut untuk seluruh gerakan pembebasan di negara Arab.

Oxfam International’® mengatakan empat dari lima perempuan Yaman
mengklaim hidup mereka memburuk selama tahun 2011. Berhadapan dengan
krisis kemanusiaan meningkat, kaum perempuan mengatakan bahwa mereka
kesulitan memberi makan keluarga dan tidak dapat berpartisipasi dalam periode
transisi di negara mereka.!* Akibatnya, krisis makanan menjadi kendala besar di
Yaman.'? Dalam keadaan konflik, perempuan seharusnya diperlakukan sebagai
objek yang harus dilindungi. Namun pada kenyataannya, ketika konflik terjadi
perempuan sering kali menjadi pihak yang paling disakiti. Dimana mereka sering
kali mendapatkan tindakan kekerasan seksual seperti pemerkosaan ketika konflik

terjadi. Pada tahun 1949, perwakilan diplomatik menyetujui dan menandatangani

8 Rumah Kitab, ”Tantangan Perempuan Yaman,” dalam https://rumahkitab.com/tantangan-
perempuan-yaman/ , diakses tanggal 22 Desember 2022, 13.17.

® 1bid.

10 Oxfam International adalah konfederasi internasional terdiri dari dua puluh organisasi
yang bekerjasama di lebih dari sembilan puluh negara sebagai bagian dari sebuah gerakan global
untuk perubahan, membangun masa depan yang bebas dari ketidakadilan akibat kemiskinan. Lebih
lanjut lihat https://indonesia.oxfam.org/siapa-kami . Selain itu, Oxfam International beriktikad
menghapus kemiskinan. Organisasi ini menjalankan program pembangunan edukasi publik,
kampanye advokasi dan bantuan kemanusiaan. Organisasi ini berfokus pada ketimpangan ekstrem
dan layanan penting, seperti; pangan, iklim dan sumber daya alam, keadilan gender dan hak-hak
perempuan, konflik dan bencana, serta air dan sanitasi. Lebih lanjut lihat
https://asiasociety.org/id/policy-institute/navigating-belt-road-initiative-
toolkit/stakeholders/organisasi-masyarakat-sipil-csolembaga-swadaya-masyarakat-
ngo/internasional/oxfam-international , diakses 28 Desember 2022, 10.12.

11 Rumah Kitab, "Tantangan Perempuan Yaman”.

12 aporan dari Sultan Bagum, penasihat kebijakan kemanusiaan Oxfam.
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perubahan pada Konvensi I, 11 dan 11 serta terbentuknya Konvensi Jenewa V.1
Konvensi Jenewa IV bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap warga
sipil pada saat konflik. Pada pasal 27 paragraf kedua menyebutkan “ wanita harus
terutama dilindungi terhadap setiap serangan atas kehormatannya, khususnya
terhadap perkosaan, pelacuran yang dipaksakan atau setiap bentuk serangan yang
kelanggar kesusilaan”.**

Dengan pelbagai konflik yang terjadi di Yaman, muncul protes politik dari
kalangan perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya dan menuntut
kesetaraan gender di ruang publik.®® Permasalahan ini menjadi sangat penting
untuk diteliti karena melihat bahwa adanya kesadaran feminisme yang tumbuh di
Yaman. Seperti yang diketahui, situasi konflik yang terjadi memicu pelanggaran
hak asasi manusia khususnya diskriminasi perempuan. Seperti yang dikutip dari
laporan PBB, hampir semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata di
Yaman antara tahun 2014 dan 2019 melakukan pelbagai bentuk kekerasan
seksual. Para pelaku adalah anggota pasukan keamanan, kelompok pemberontak

dan bersenjata, pasukan pemerintah dan warga sipil.*®

13 Agustianty Debora Sihite. Upaya International Committee Of The Red Cross (ICRC)
Dalam Penegakan Pasal 27 Konvensi Jenewa Iv Bagi Perempuan Di Konflik Yaman, Journal IImu
Hubungan Internasional, 6 (3) 1153-1168, (2018).

1% 1bid.

15 Kesetaraan dan keadilan gender merupakan situasi yang dinamis, dimana laki-laki dan
perempuan memiliki hak, kewajiban, peran dan kesempatan yang dilandasi rasa saling
menghormati, menghargai dan mendukung di pelbagai sektor. Untuk mengetahui apakah laki-laki
dan perempuan setara dan adil, dapat dilihat sejauh mana akses dan partisipasi atau keterlibatan
perempuan dan laki-laki dalam peran sosial dalam kehidupan, baik dalam keluarga, masyarakat
maupun dalam pembangunan bangsa. Lihat Nur Azizah dan Khomisah, “Aktualisasi Perempuan
dalam Ruang Domestik dan Ruang Publik Perspektif Sadar Gender, Az-Zahra Journal Of Gender
and Family Studies, (2021).

16 Rumah Kitab, ”Tantangan Perempuan Yaman”.



Pada masa pemerintahan Manshour Hadi, dibentuk kebijakan tentang
pemberdayaan perempuan. Namun, terdapat banyak kendala ketika
mengupayakan kebijakan pemberdayaan perempuan di dalam bidang kesehatan,
pendidikan, dan ekonomi. Pemerintah Yaman berupaya melakukan pemberdayaan
perempuan melalui dua jalur paralel: pertama, keterlibatan perempuan dalam
lingkaran pengambilan keputusan dengan menunjuk mereka di posisi
pemerintahan. Kedua, implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan dalam
pelbagai bidang terutama dalam kesehatan, pendidikan dan ekonomi.l” Namun
pada faktanya, terdapat kegagalan dalam pemberdayaan perempuan tersebut.
Kegagalan kebijakan pemberdayaan perempuan tersebut dijelaskan karena
kurangnya kapasitas di antara para pemimpin perempuan yang merancang dan
mengimplementasikan kebijakan pemberdayaan perempuan.'®

Kurangnya dukungan politik perempuan *° antara lain pada norma
budaya dan sikap pada perempuan yang berkontribusi terhadap kekurangan
program pelatihan yang berorientasi pada kepemimpinan dan pendidikan politik.?
Hambatan eksternal bagi perempuan ialah hambatan dari lingkungan publik,

politik, sosial budaya yang tidak mendukung pemberdayaan perempuan dalam

17 Nadia Al-Sakkaf, Of ambition, opportunity, and pretence The Politics of Gender in
Yemen, Submitted in partial fulfilment of the degree Doctor of Philosophy, School of Politics,
International Relations and Economics.

18 1hid.

19 Marie Antoinette Sossou menerima gelar PhD dari University of Denver di Colorado
dan MSW dari University of Trondheim di Norwegia. la saat ini menjadi asisten profesor
Pekerjaan Sosial di Sekolah Tinggi Pekerjaan Sosial, Universitas Kentucky. Fokus Penelitian dan
minatnya adalah seputar pekerjaan sosial internasional dengan minat khusus di Afrika dan negara
berkembang lainnya, terkait isu feminis dan gender, anak-anak, imigran dan pengungsi, serta isu
pembangunan sosial. Lebih lanjut lihat https://gws.as.uky.edu/users/msossou , diakses tanggal 22
Desember 2022, 11.43.

20 Sossou Marie Antoinette. “We Don’t Enjoy Equal Politics Rights: Ghanian Women’s
Percptions on Political Participation in Ghana, ” Sage Open.Vol | (9) (2011).
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politik. 2! Akibat kurangnya dukungan politik perempuan dalam pemerintahan
Yaman, muncul protes politik gender di ruang publik. Protes politik (the politics
of protest)? merupakan poin penting tentang hubungan antara protes dan
kekerasan yang tidak bisa fokus hanya pada karakter atau budaya dari mereka
yang memprotes keadaan dari tatanan politik dan sosial di suatu negara.?® Protes
dalam rezim Manshour Hadi dikendalikan dan diintegrasikan ke dalam strategi
yang lebih luas dalam politik elit. Sifat protes politik dikondisikan oleh tiga
variabel?* antara lain; Ekologi organisasi (lingkungan umum dimana organisasi
ada dan jenis organisasi); strategi mobilisasi negara (apakah elit politik
memobilisasi pengunjuk rasa); dan tingkat kompetensi politik.2> Adapun Ruang
Publik (Public Sphere)® dapat digunakan untuk berkumpul, berdiskusi dan
berekspresi secara bebas dalam melayani kepentingan umum, termasuk untuk
ekonomi bisnis, birokrasi, politik dan sebagainya. Negara sebagai pemilik otoritas

kebijakan dan pelaksana ruang publik politik, memiliki tugas untuk kesejahteraan

21 Nurwani, Perempuan Minangkabau dalam Metafora Kekuasaan, (Yogyakarta: Pustaka
Belajar, 2017).

22 Jerome H. Skolnick bergabung dengan fakultas di Berkeley pada tahun 1962 dan
menjadi bagian dari fakultas Hukum Berkeley pada tahun 1977. Dari tahun 1972-1984 ia
memimpin Pusat Studi Hukum dan Masyarakat. la juga mengajar di UC San Diego, Universitas
Chicago dan Universitas Yale, serta telah menjadi tamu peneliti di Oxford. Lebih lanjut lihat
https://www.law.berkeley.edu/our-faculty/faculty-profiles/jerome-skolnick/ , diakses tanggal 28
Desember 2022, 14.22.

23 Jerome H. Skolnick, “The Politics of Protest: Violent Aspects of Protest Confrontation, ”
Volume 3 NCCPV staff study series, United States National Commission on the Causes and
Prevention of Violence.

24 Graeme B. Robertson merupakan seorang professor ilmu politik di University North
California di Chapel Hill dan Direktur Pusat Studi Slavia, Eurasia, dan Eropa Timur. Karyanya
berfokus pada protes politik dan dukungan rezim di rezim otoriter. Lebih lanjut lihat
https://politicalscience.unc.edu/staff/graeme-robertson/ dan
https://www.journalofdemocracy.org/authors/graeme-b-robertson/ , diakses tanggal 28 Desember
2022, 14.27.

25 Graeme B. Robertson, The Politics of Protest in Hybrid Regimes: Managing Dissent in
Post-Communist Russia, New York: Cambridge University Press. 2012.

26 Jiirgen Habermas, Ruang Publik Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis,
terj. Yudi Santoso (Yogyakarta: Kreasi Wacana Offset, 2012), 47.
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rakyat melalui sistem demokrasi.?’ Sedangkan politik kesalehan (politic of piety)
merupakan analisis inovatif politik budaya kaum radikal Islam melalui etnografi
gerakan kesalehan perempuan yang berkembang di masjid-masjid Kairo, Mesir.?®
Saba Mahmood menyatakan bahwa terdapat tiga bahasan pertanyaan utama,
antara lain; gerakan reformasi moral membantu kita memikirkan kembali kisah
normatif liberal tentang politik; kepatuhan perempuan terhadap norma-norma
patriarkal pada inti gerakan tersebut menciptakan asumsi dalam teori feminis
tentang kebebasan, hak pilihan, wewenang, dan subjek manusia; serta sebuah
pertimbangan debat tentang agama terwujudkan. Politik kesalehan merupakan isu-
isu dalam hubungan etika dan politik, perwujudan dan gender, serta liberalisme
dan poskolonialisme.?®

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji protes
politik perempuan di ruang publik Yaman, serta membangun wacana terkait
pembelaan diri yang dilakukan para perempuan sebagai bentuk perlawanan atas
dasar ketidakadilan yang dirasakan. Penulis menganalisis dengan menggunakan
teori politik kesalehan (politic of piety) oleh Saba Mahmood. Selain itu penulis

juga menggunakan pisau analisis feminisme marxis sosialis Juliet Mitchell dan

2" Wahid Nashihuddin, “Public Sphere Menurut Jiirgen Habermas”, (23 September 2019)
dalam https://pustakapusdokinfo.wordpress.com/2019/09/23/public-sphere-menurut-Jiirgen-
habermas/ , diakses 22 Desember 2022, 14.00. Lihat juga Melati Mediana Tobing, ‘“Pemikiran
Tokoh Filsafat Komunikasi,” Diktat Ilmu Komunikasi UKI Jakarta, Agustus 2017 dalam
http://repository.uki.ac.id/1104/1/2016 _UKI_Habermas_Ruang%20Publik.pdf .

28 Saba Mahmood merupakan seorang profesor antropologi di University of California,
Berkeley. Di Berkeley, ia juga berafiliasi dengan Pusat Studi Timur Tengah, Institut Studi Asia
Selatan. Bukunya yang berjudul Politics of Piety: the Islamic Revival and the feminist subject
adalah salah satu karya akademik penting dan berpengaruh dalam abad ke-21. Banyak bidang
keilmuan dan aliran pemikiran sosial yang turut terguncang akibat kritik dan argumen yang
dilancarkan Mahmood dalam buku tersebut, termasuk studi gender, studi sekularisme, antropologi
studi Islam, studi pasca-kolonial, serta gerakan feminis sendiri.

2% Saba Mahmood, Politics of Piety: the Islamic Revival and the feminist subject, (UK:
Princeton University Press. 2005).
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konsep public sphere Jirgen Habermas. Penelitian ini bertujuan untuk
menjelaskan bagaimana kesadaran perempuan Yaman muncul mengenai hak-hak

perempuan yang terjadi di tengah rezim presiden Manshour Hadi.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat disimpulkan dalam
beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana perempuan mengekspresikan bentuk protes politik gender di
ruang publik Yaman pada era pemerintahan Presiden Manshour Hadi
2. Mengapa perempuan hadir di ruang publik ketika konflik Yaman?
3. Bagaimana pengaruh gerakan feminisme yang menyuarakan hak-hak

perempuan pada negosiasi konflik Yaman dalam politik gender negara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dalam rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan

untuk:

1. Untuk mengkaji terkait munculnya kesadaran perempuan tentang
tingginya patriarkisme dan adanya perlawanan serta protes dari
perempuan mengenai sistem politik pemerintahan di Yaman.

2. Untuk meneliti kiprah gerakan perempuan di tengah kondisi negara

Yaman yang penuh konflik.



3. Untuk menggali munculnya gerakan perempuan Yaman dalam
menyuarakan aspirasi mereka di ruang publik, kondisi dan kedudukan

perempuan pada ranah sosial politik di Yaman.

D. Kajian Pustaka

Studi mengenai politik protes gender dan keterlibatan perempuan di negara-
negara Arab dalam pusaran politik negara masih terus menjadi kajian yang
menarik dan mendapatkan perhatian yang cukup besar bagi para aktivis feminis.
Studi-studi tersebut telah penulis kategorikan ke dalam dua kecenderungan,
diantaranya; Pertama, tuntutan kesetaraan gender dalam bidang politik; Kedua,
kemajuan dan keberanian perempuan di negara Islam konservatif untuk
berdemonstrasi mengambil langkah besar untuk mendobrak batasan tabu.
Berdasarkan pengamatan penulis, ada beberapa pustaka yang ditemukan dan
memiliki beberapa fokus aspek yang akan dikaji mengenai perempuan dan konflik

di Yaman. Berkaitan dengan gender di Yaman antara lain;

1. Diskriminasi Perempuan dan Gender Inequality
Pertama, Upaya International Committee Of The Red Cross (ICRC)
Dalam Penegakan Pasal 27 Konvensi Jenewa IV Bagi Perempuan Di Konflik
Yaman, Artikel yang ditulis oleh Agustianty Debora Sihite pada 2018
membahas tentang penegakan pasal 27 Konvensi Jenewa IV bagi
perlindungan perempuan di konflik Yaman dengan memberikan bantuan

medis yang mana ICRC bekerjasama dengan YRCS untuk menyalurkan obat-
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obat, alat kesehatan maupun tenaga medis. ICRC juga memberikan layanan
rumah aman (Safe Houses) bekerjasama dengan YRCS dan UNFPA. Dalam
hal ini Agustiani Debora menggunakan pisau analisis Hukum Humaniter
Internasional.*

Kedua, penelitian yang lebih terfokus pada konflik gender di Yaman
dalam artikel yang berjudul “Conflict and Gender Dynamics in Yemen” karya
Brigitte Rohwerder, Institute of Development Studies mengeksplorasi
dampak konflik atas dinamika gender di Yaman. Pelbagai penilaian yang
dilakukan terhadap situasi di Yaman sejak Maret 2015 adalah 'gender blind'.
Sejumlah penelitian dan survei telah dilakukan oleh pelbagai organisasi PBB
dan organisasi non-pemerintah (LSM yang bekerja pada respon yang berlaku
di Yaman, yang lebih memfokuskan pada gender atau secara khusus pada
perempuan. Laporan yang dihasilkan oleh organisasi yang bekerja di Yaman,
seperti Oxfam, Saferworld, dan CARE, memberikan rekomendasi dan
perspektif dari prioritas, kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat yang terkena
dampak konflik. Yaman berada di urutan terakhir dari 144 negara yang
termasuk dalam indeks kesenjangan Gender Global Forum ekonomi dunia
2016, sebuah posisi yang sudah berdiri selama 10 tahun terakhir. Pada

pemberontakan tahun 2011, perempuan aktif berpartisipasi dalam aksi protes,

30 Agustianty Debora Sihite. Upaya International Committee Of The Red Cross (ICRC)
Dalam Penegakan Pasal 27 Konvensi Jenewa Iv Bagi Perempuan Di Konflik Yaman



11

sementara perempuan mewakili sebagai partisipan dalam Konferensi Dialog
Nasional (NDC) pada 2014.3

Ketiga, Artikel yang berjudul From The Ground Up: Gender and
Conflict Analysis in Yemen karya Wolfgang Gressmann yang memaparkan
tentang konflik dan krisis kemanusiaan mempengaruhi pria, wanita, anak
perempuan dan anak laki-laki secara berbeda karena peran sosial mereka
yang berbeda dan ketimpangan sosial serta ekonomi yang sudah berurat akar
menjadi semakin buruk selama krisis. Para wanita memikul beban dalam
menjalankan rumah tangga di bawah tekanan ekstrem dan sering kali terpapar
pada pelbagai bentuk kekerasan berbasis gender selama keadaan darurat.
Wanita dan anak perempuan menjadi lebih rentan karena pelayanan dasar
merosot dan mata pencaharian berkurang.

2. Politik Gender

Tesis yang ditulis oleh Nadia Al-Sakkaf pada 2019 menjelaskan
tentang Yaman yang terus-menerus menjadi salah satu tempat terburuk di
dunia dalam hal hak perempuan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan
ekonomi, menurut indikator pembangunan internasional.*® Penelitian ini
menyelidiki umpan balik dari wanita Yaman terkemuka, yang merupakan

pengemudi utama di balik kesetaraan gender di Yaman, dan yang secara

31 Brigitte Rohwerder, “Conflict and Gender Dynamics in Yemen”, Institute of
Development Studies K4D (Knowledge, evidence and learning for development, UK Department
for International Development and other Government departments, (2017): 3-4.

32 Wolfgang Gressmann. “From The Ground Up: Gender and Conflict Analysis in
Yemen”. Published by Oxfam GB for Oxfam pada (Oktober 2016). Oxfam GB, Oxfam House,
John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, UK.

33 Nadia Al-Sakkaf, Of Ambition, Oportunity and Pretence The Politics of Gender in
Yemen, School of Politics, (International Relations and Economics, 2019).
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langsung terlibat dalam upaya pemberdayaan wanita dalam kerangka waktu
yang diteliti.
3. Hak-hak Perempuan

Artikel yang berjudul Legal Reform As A Way To Women's Right: The
Case Of Personal Status Law In Yemen yang ditulis oleh Douaa Hussein,
membahas reformasi hukum Status pribadi tidak cukup untuk memastikan
kesetaraan gender dalam konteks Yaman di mana sistem hak agama dan
budaya tetap tidak tersentuh, penafsiran syariah dan konservatif membentuk
konseptualisasi utama hak-hak dalam hukum saat ini. Penulis mengklaim
bahwa hukum yang berlaku yang terutama didasarkan atas syariah,
mengukuhkan konsep "hak yang salah menghalangi upaya wanita untuk
memastikan kesetaraan dalam hukum Status pribadi.®* Ada tiga poros untuk
konseptualisasi hak yang mempengaruhi perumusan hukum status pribadi
yaitu, perwalian (syariah), persaudarian (konstitusi), serta yang lemah dan
tergantung (adat adat suku). Mereka bertiga mencerminkan penafsiran yang
sempit atas kebijakan syariah dan patriarkat yang diajukan oleh negara dan
masyarakat. Realisasi keadilan gender di bidang hukum Status pribadi dan
penerapan efektif hukum membutuhkan pendekatan multi-dimensi misalnya
interpretasi yang tercerahkan tentang syariah, mengadopsi prinsip timbal

balik dan pendekatan berbasis konsekuensi. %

34 Douaa Hussein, “Legal Reform As A way To Women’s Right: The Case Of Personal
Status Law In Yemen”, OIDA International Journal of Sustainable Development 02:12 (2011)

% Shalihah dan Sidik, “Pelanggaran Hukum Internasional dalam Konflik Yaman Tahun
2015-2019 dan Akibatnya terhadap Situasi Krisis Kemanusiaan.”
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4. Ruang Publik Yaman

Artikel yang berjudul Susanne Dahlgren, Contesting Realities:The
Public Sphere and Morality in Southern Yemen karya Eirik Hovden.® Artikel
ini bertujuan untuk mendeskripsikan perkembangan sejarah dari kota
pelabuhan Aden yang beragam etnis, kompleks, dan kosmopolitan. Penulis
menjelaskan tiga periode berbeda dalam sejarah Aden dan pengaruhnya
terhadap gender dan masalah terkait keluarga. Selama pemerintahan sosialis,
hukum keluarga Islam masih diterapkan dan dipraktekkan. Modernisasi
sosialis menggunakan wacana baru yang berbeda dengan penekanan pada
tahrir al-mar’a (emansipasi wanita) yang unik di Arab. Hovden
menggambarkan biografi perwakilan tertentu kehidupan informan, beserta
gagasan, peran, dan agensi mereka dalam isu-isu terkait gender.

Setelah menelusuri beberapa literatur terkait, penulis melihat bahwa
telah ada penelitian yang membahas mengenai ketidakadilan dan diskriminasi
gender serta perubahan perilaku dan perkembangan feminis yang didasari
oleh tekanan konflik di Yaman. Namun, penelitian mengenai protes politik
gender di ruang publik Yaman dalam internalisasi nilai kesalehan perempuan
sekaligus perubahan perilaku para aktivis feminis yang merasa tertindas di
negaranya akibat sistem hukum dan Undang-Undang secara khusus belum
pernah dilakukan dan perlu untuk dikaji sebagai sumbangsih khazanah
keilmuan baru dalam bidang politik gender, budaya dukungan politik dan

sosial. Penulis berharap, penelitian ini dapat mengisi kekosongan (gap)

% Eirik Hovden, Susanne Dahlgren, Contesting Realities: The Public Sphere and Morality
in Southern Yemen, (New York:Syracuse University Press, 2010) .
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terkait literatur permasalahan diskriminasi gender dalam bidang politik yang

ada di negara Yaman.

E. Kerangka Teoretis

1. Public Sphere Jirgen Habermas

Ruang publik dapat terjadi secara luring atau secara daring, dan dapat
meliputi forum-forum seperti media massa, media sosial, atau forum-forum
diskusi online. Makna “Ruang Publik” dipengaruhi oleh konteks dan ilmu
yang sedang mengartikulasikannya. Misalya dalam konteks dunia digital
internet, ruang publik adalah cyberspace tempat interaksi maya terjadi. Bagi
pengkaji aktivis media, ruang publik adalah perusahaan penyiaran yang
disponsori oleh pemerintah. Adapun dalam kesadaran feminis, ruang publik
adalah arena sosial tempat aneka hukum, kontrak dan persetujuan yang
mengekslusi wanita dibuat.3’

Jurgen Habermas adalah seorang filsuf Jerman yang memperkenalkan
konsep "ruang publik™ atau "public sphere” dalam teorinya tentang demokrasi
dan komunikasi. Ruang publik borjuis dapaat dimengerti sebagai ruang
masyarakat privat (sphere of privat people) yang berkumpul bersama menjadi
sebuah publik. Mereka mengklaim bahwa ruang publik ini diregulasi guna

melawan otoritas publik.>® Ruang publik membentuk secara eksplisit fungsi-

87 Antonius Galih Prasetyo, “Menuju Demokrasi Rasional: Melacak Pemikiran Jirgen

Habermas tentang Ruang Publik”, Jurnal Ilmu Sosial dan llmu Politik, Volume 16, Nomor 2,
(November 2012): 169-185.

38 Jiirgen Habermas, “Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat
Borjuis, terj. Yudi Santoso (Yogyakarta: Kreasi wacana, 2007), 41.



15

fungsi politis di dalam medan hubungan antara negara dan masyarakat yang
penuh ketegangan. Subjektivitas yang berakar di dalam ruang intim keluarga
konjugal®® telah menciptakan publiknya sendiri. Pengendalian terhadap ruang
publik oleh otoritas publik dimenangkan oleh penalaran kritis manusia-
manusia privat mengenai isu-isu politis. Sebuah ruang publik dalam bentuknya
yang apolitis sudah berkembang di bawahnya lewat perintisan kesusastraan
(the literary precursor) mengenai pengoperasian ruang publik di wilayah
politis.*> Hubungan antara negara dan masyarakat membuat ruang publik
terpisah dari wilayah privat. Ruang publik hadir seluas otoritas publik. Yang
terkandung di wilayah privat adalah ‘ruang publik’ yang autentik, sebuah
ruang yang dibentuk oleh masyarakat privat sendiri. Ruang privat mencakup
masyarakat sipil dalam pengertian lebih sempit yakni wilayah pertukaran
komoditas dan wilayah kerja sosial —dengan berlandaskan ruang dalam
keluarga konjugal. Sementara itu, ruang publik di wilayah politis berkembang
dari ruang publik di dunia sastra. Dengan mengendarai opini publik, dia
mempersentuhkan negara dengan kebutuhan-kebutuhan riil masyarakat sipil.**

Habermas mengatakan bahwa ruang publik merupakan suatu tempat di
mana terjadi komunikasi yang jujur, rasional, dan terbuka antara warga negara
yang merdeka dan sejahtera. Ruang publik dalam tulisan-tulisan Habermas
merupakan ruang yang ditelaah dari perspektif politik. Public Sphere

memainkan peran yang vital dalam penguatan demokrasi, yakni sebagai ruang

39 Istilah conjugal diterjemahkan sebagai ‘konjugal’ yang artinya adalah cinta suami istri
dalam perkawinan.

40 Habermas, “Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategori, 44-45.

“1 Ibid, 46.
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yang dihidupi oleh masyarakat sipil dan berfungsi sebagai intermediasi antara
negara dengan individu privat. Melalui ruang publik, politik yang dijalankan
secara formal dikontrol dan diperiksa secara saksama melalui nalar publik.*?
Ruang publik juga merupakan tempat di mana warga negara dapat menyatakan
pendapat mereka dan mempengaruhi kebijakan publik. Namun, Habermas
juga menyadari bahwa ruang publik tidak selalu merupakan tempat yang ideal,
dan ada beberapa faktor yang dapat menghambat terciptanya komunikasi yang
jujur dan rasional di dalamnya. Misalnya, adanya kepentingan-kepentingan
pribadi atau kelompok, atau adanya pengaruh dari media massa atau

kekuasaan politik dapat menghambat terciptanya ruang publik yang sehat.

2. Konsep Kesalehan Perempuan Saba Mahmood

Penelitian ini menggunakan konsep politik kesalehan perempuan (The
Politics of Piety) Saba Mahmood*® yang melihat dari aktor gerakan perempuan
Mesir dalam etnografi dan aktivitas masjid. Saba Mahmood memberikan
kontribusi teoritis untuk memikirkan kembali relasi antara etika dan politik,
agama dan sekularisme, serta kebebasan dan ketundukan. Dengan melintasi
batas-batas disiplin ilmu humaniora dan ilmu sosial, karya Mahmood ini telah
membentuk penyelidikan teoritis dan etnografis tentang agama dan kebebasan,
serta warisan kolonialisme, kapitalisme, liberalisme, dan sekularisme dalam
konflik kontemporer di Timur Tengah. Teori ini menganalisa secara

antropologis yang melibatkan praktik dan fenomena budaya. Dengan cara ini,

42 |bid, 4-5.
43 Mahmood, The Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject., 87.
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Mahmood menginterogasi hubungan antara praktik tubuh di satu sisi, dan
terkait dengan imajinasi etis dan politis di sisi lain. Sementara itu, pada saat
yang sama, Mahmood mempertanyakan pemisahan domain etika dan politik.

Hubungan antara feminisme dan agama merupakan perdebatan paling
nyata dalam diskusi Islam. Hal ini disebabkan oleh persoalan-persoalan
kontroversial yang terjadi pada masyarakat Islam dengan apa yang kemudian
disebut "Barat", tetapi juga terkait dengan tantangan-tantangan yang
dilancarkan gerakan kaum Islamis kontemporer hingga menjadi politik liberal
yang menjadi bagian integral. Kecurigaan yang dilancarkan oleh banyak
feminis cenderung untuk melihat gerakan kaum Islamis meningkat setelah
serangan 11 September 2001 yang dilancarkan terhadap Amerika Serikat dan
gelombang besar sentimen anti-Islam yang menyusul sejak saat itu. Mahmood
menjelajahi sejumlah tantangan konseptual yang melibatkan perempuan dalam
gerakan Islamis itu secara khusus mengarah pada teori feminis, dan pemikiran
liberal sekuralis secara umum.

Tujuan Mahmood membuat materi asumsi liberal norma-norma
tentang sifat manusia — seperti kepercayaan bahwa semua manusia memiliki
hasrat bawaan untuk kebebasan, hak pilihan manusia terutama terdiri dari
tindakan-tindakan yang menantang norma-norma sosial. Tidak seperti
beberapa tradisi keagamaan lainnya (seperti puritanisme) dimana “piety"
terutama merujuk pada negara-negara di dalam agama, penggunaan istilah
arab tagwa (yang dapat diterjemahkan sebagai "kesalehan") menunjukkan

adanya orientasi ke dalam atau kecenderungan dan sikap praktis. Dukungan
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aktif perempuan untuk gerakan sosial dan agama yang mempertahankan
prinsip perempuan yang tunduk menimbulkan dilema bagi para analis feminis.
Di satu sisi, para perempuan terlihat menunjukkan kehadiran mereka dalam
lingkup yang sebelumnya didefinisikan khusus pria sementara, di sisi lain,
idiom-idiom yang mereka gunakan untuk memasuki arena-arena ini
didasarkan pada pengetahuan yang secara historis menjamin bahwa mereka
tunduk pada wewenang pria. Dengan kata lain, ketundukan wanita terhadap
sifat-sifat yang feminin, seperti sifat pemalu (Zaya’), kesahajaan, dan
kerendahan hati, merupakan kondisi yang diperlukan bagi meningkatnya
peranan mereka dalam kehidupan religius dan politik. Memanfaatkan kerja
dalam bidang kemanusiaan dan ilmu sosial yang telah berfokus pada
pengoperasian lembaga manusia dalam  struktur-struktur  pendukung
perempuan yang tunduk telah berusaha untuk memahami bagaimana wanita
melawan perintah laki-laki yang dominan dengan merusak makna hegemoni
praktik budaya dan mengerahkan mereka untuk "kepentingan dan agenda
mereka sendiri”. Pentingnya pengetahuan feminis tentang agensi perempuan
terus ditekankan, terutama ketika mengingat bahwa media populer Barat terus
menggambarkan kaum perempuan Muslim secara tak sebanding terikat oleh
rantai tak terpecah-belah penindasan agama dan patriarkat. .**

Menurut teori ini, kesalehan perempuan tidak boleh diukur dengan
standar yang sama dengan kesalehan laki-laki. Sebagai contoh, dalam

beberapa tradisi agama, kesalehan perempuan dianggap terkait dengan

4 Mahmood, The Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject., 42-65.
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kepatuhan terhadap peran gender yang ditetapkan oleh agama atau
masyarakat. Namun, menurut Mahmood, kesalehan perempuan harus diukur
berdasarkan bagaimana perempuan itu sendiri memahami dan menjalankan
perannya dalam masyarakat, bukan berdasarkan bagaimana perannya sesuai
dengan standar yang ditetapkan oleh orang lain. Perempuan harus memiliki
kebebasan untuk memahami dan menjalankan perannya sendiri, bukan hanya
sebagai pasangan atau pelengkap laki-laki. Teori ini juga menekankan
pentingnya hak asasi perempuan untuk memperjuangkan kebebasan dan

kesetaraan gender.

3. Politik Protes Gender dan Women’s Oppression Juliet Mitchel

Politik protes gender merupakan tindakan atau gerakan yang
dilakukan oleh individu atau kelompok yang memperjuangkan hak-hak
gender dan mengkampanyekan pemahaman yang lebih sejahtera tentang
gender. Gerakan feminisme adalah salah satu bentuk dari politik protes
gender yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender.
Politik protes gender adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk menentang
diskriminasi jenis kelamin dan mendemokratisasikan hak-hak perempuan.
Gerakan ini berusaha untuk mengubah struktur masyarakat yang patriarkis

dan mencapai kesetaraan gender. Protes gender juga termasuk gerakan yang



20

memperjuangkan hak-hak LGBTQ+* dan menentang diskriminasi terhadap
identitas gender dan orientasi seksual.

Gerakan ini muncul sebagai respons terhadap kurangnya hak
perempuan dalam masyarakat, termasuk kesenjangan gaji, kekerasan
terhadap perempuan, dan keterbatasan akses terhadap pendidikan dan
peluang kerja. Gerakan protes gender juga mencakup upaya untuk
menghapus stigma dan stereotype terhadap perempuan dan identitas gender
lainnya, serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam kebijakan publik
dan pengambilan keputusan. Gerakan protes gender merupakan bagian dari
gerakan hak asasi manusia secara keseluruhan dan telah mengalami
perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Namun,
masih ada banyak upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai kesetaraan
gender yang hakiki dan menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan
identitas gender lainnya.

Juliet Mitchell seorang psikolog dan penulis Inggris yang terkenal
karena karyanya tentang feminisme dan teori gender. Dalam bukunya yang
terkenal, "Women's Estate”, Mitchell mengembangkan teori tentang posisi
perempuan dalam masyarakat patriarki. Menurut Mitchell, perempuan
dianggap sebagai subyek yang dipaksa untuk memenuhi harapan sosial yang
ditetapkan bagi mereka, sementara pria dianggap sebagai subyek yang
memiliki kekuasaan untuk memenuhi keinginan mereka sendiri. Mitchell

menyatakan bahwa ini merupakan bentuk dominasi patriarki yang

45 Emily M.Lund, Claire Burgess dan Andy J. Johnson (eds.), Violence Against LGBTQ+
Person Research, Practice, and Advocacy, (Switzerland: Springer Nature, 2021).
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menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih lemah dan
mengeksploitasi mereka.

Mitchell menggabungkan gambaran materialis dan ekonomi dari
kapitalisme dengan gambaran yang kebanyakan nonmaterialis, atau ideologi
mengenai patriarki. la mengatakan bahwa suatu revolusi Marxis yang
bertujuan untuk menghancurkan masyarakat kelas harus dikombinasikan
dengan revolusi yang secara khusus feminis yang ditujukan untuk
menghancurkan sistem seks/gender.*®

Mitchell berpendapat bahwa ideologi patriarkal, yang memandang
perempuan sebagai kekasih, istri, ibu, lebih daripada sebagai pekerja,
bertanggung jawab paling tidak atas posisi perempuan di dalam masyarakat.
Walaupun revolusi Marxis berhasil menghancurkan keluarga sebagai unit
ekonomi, revolusi itu tidak akan membuat perempuan menjadi setara dengan
laki-laki. Hal itu terjadi disebabkan oleh cara patriarki mengkonstruksi psike
laki-laki dan perempuan. Perempuan akan terus menjadi subordinat laki-laki
hingga pemikiran perempuan dan pemikiran laki-laki terbebaskan dari
pemikiran bahwa perempuan kurang setara dengan laki-laki.

Opresi terhadap perempuan terkubur jauh di dalam psike manusia,
menyebabkan Mitchell menolak klaim feminis liberal bahwa reformasi sosial
bertujuan untuk memberikan perempuan lebih banyak kesempatan
pendidikan dan pekerjaan yang akan membuat perempuan setara dengan

laki-laki. Gerakan hak pilih bagi perempuan, kajian koedukasional, dan

46 Rosemarie Putnam Tong, Feminist Thought: Pengantar Komphrehensif Aliran Utama
Pemikiran Feminis, (Yogyakarta: Jalasutra, 2017), 175-178.
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kebijakan tindakan afirmatif mungkin dapat mengubah ‘ungkapan
femininitas’, tetapi menurut Mitchell, semua itu tidak dapat secara signifikan
mengubah status perempuan secara umum. Mitchell juga menolak klaim
feminis radikal bahwa teknologi reproduksi adalah kunci bagi pembebasan
perempuan karena, menurut pandangannya, pemecah biologis semata tidak
dapat memecahkan masalah yang pada dasarnya bersifat psikologis. Mitchell
menolak klaim feminis Marxis tradisional bahwa suatu revolusi ekonomi
yang ditujukan untuk menghapuskan tatanan kapitalis akan membuat laki-
laki dan perempuan partner sepenuhnya di dalam tindakan, dan teman di
dalam kebaikan. Menurut Mitchell, sikap terhadap perempuan tidak akan
benar-benar berubah selama psikologi perempuan dan laki-laki masih
didominasi oleh simbol falik. Karena itu, patriarki dan juga kapitalisme harus
dihapuskan untuk secara sungguh-sungguh memanusiakan masyarakat.*’
Mitchell juga mengembangkan teori tentang peran gender dalam
pembentukan identitas individu. Individu dipaksa untuk memenuhi peran
gender yang ditetapkan oleh masyarakat, yang menyebabkan mereka merasa
terikat pada peran-peran tersebut dan merasa tidak nyaman dengan peran-
peran yang dianggap tidak sesuai dengan jenis kelamin mereka. Mitchell
menekankan pentingnya memberikan kebebasan bagi individu untuk
memilih peran-peran yang sesuai dengan keinginan mereka sendiri, dan
menentang pemaksaan peran gender yang ditentukan oleh masyarakat. Karya

Juliet Mitchell telah memiliki dampak yang signifikan dalam bidang

47 Ibid, 175-177.
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psikologi sosial dan studi gender, dan terus mempengaruhi pemikiran dan
aksi feminisme sampai sekarang. Menurut Mitchell, ia menuliskan
argumennya bahwa penindasan wanita berhubungan dengan empat struktur
sosial penting, diantaranya; produksi, reproduksi, seksualitas dan sosialisasi.
Mitchell menggabungkan kritik pemikiran sosialis dan analisis psikoanalisis
terhadap teori feminis yang merupakan salah satu upaya paling awal untuk
menjadikan feminisme interdisipliner dan secara terang-terangan politik

(terutama dalam ketergantungannya pada marxisme).*

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik
penulisan studi literatur. Penulis melakukan beberapa langkah dan strategi
untuk mendapatkan hasil dan temuan penelitian yang mempu
dipertanggungjawabkan keabsahannya berdasarkan prosedur penelitian.
Langkah awal yang penulis lakukan yaitu memetakan research question,
kemudian melakukan eksplorasi dan mencari beberapa data terkait
gerakan protes politik gender Yaman pada revolusi Arab Spring dan
kaitannya dengan ruang publik politik di Yaman yang terjadi dalam kurun
waktu tahun 2011-2020.

Data yang otentik dan aktual didapatkan atas apa yang terjadi
dalam masa revolusi Arab Spring, khususnya pada penggulingan rezim

Saleh di Yaman. Selain itu, penulis mengambil data penelitian dalam

48 Juliet Mitchell, Woman’s Estate, (London: Verso, 2015), 41.
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referensi primer terkait topik perempuan Yaman, politik protes, public
shpere atau ruang publik, kesalehan perempuan, serta feminisme marxis
sosialis dalam konteks terjadinya demonstrasi besar-besaran di Yaman.
Sedangkan referensi sekunder yakni beberapa berita, situs website,
informasi dari media sosial, baik Instagram maupun Twitter yang memuat
beberapa informasi penting untuk menunjang data dan literatur sehingga
data yang didapat valid dan mampu menjadi acuan dalam penelitian ini.
Tidak hanya buku-buku yang menjadi bahan referensi dalam
penelitain ini. Akan tetapi, juga data-data dari beberapa jurnal dan laporan
penelitian yang menjadi bahan penunjang dalam penelitian ini. Pendekatan
ini bertujuan untuk mengelaborasi data dan penelitian sehingga dapat
menghasilkan sebuah tulisan yang memiliki kebaharuan. Dalam
menganalisis bagaimana gerakan politik protes dan ruang publik di
Yaman, penulis menggunakan konsep public sphere Jiurgen Habermas,
politik kesalehan perempuan Saba Mahmood dan feminisme marxis
sosialis Juliet Mitchell. Selanjutnya, penulis mengolah data-data yang
telah diperoleh dengan pendekatan critical reading. Ketika analisis data
selesai, maka tahap selanjutnya adalah membaginya ke dalam variabel
untuk memudahkan dalam menganalisis masalah dan menjawab
pertanyaan dalam penelitian ini. Tahap terkahir ialah menarasilan hasil
analisis data yang telah dilakukan dengan tahapan yang rigid dan

komprehensif. Sehingga, hasil temuan penelitian mampu dibaca dan
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dipresentasikan dalam hasil penelitian yang detail dan dapat

dipertanggungjawabkan validitasannya.

. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab yang
diharapkan secara komprehensif dapat menjelaskan seluruh isi tulisan awal
sampai akhir penelitian. Pembagian bab ini dibagi menjadi lima bab,
dengan masing-masing isi pembahasan dari tiap babnya sebagai berikut:

BAB I: Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar
belakang masalah yang membahas alasan mengapa penelitian ini
dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka
teoretis dan metodologi penelitian. Poin-poin tersebut sangat penting
untuk dimasukkan dalam bagian pendahuluan sebagai penjelas arah
penelitian ini.

BAB II: Pada bab ini membahas menganai problematika riset serta
perdebatan-perdebatan akademiknya demi melihat pentingnya posisi
permasalahan penelitian. Pembahasan dalam bab ini diantaranya mengenai
kondisi politik Yaman pasca Arab Spring, munculnya politik protes
berdasarkan pada orientasi gender dan masa transisi pemerintahan
presiden Manshour Hadi sebagai upaya menyuarakan ketidak-adilan
gender di ruang publik serta harapan mereka untuk para perempuan di
Yaman. Kemudian penulis juga memaparkan jenis strategi protes melalui

sosial media yang muncul dari gerakan feminis Yaman.
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BAB IlI: Pada bab ini menjelaskan tentang proses internalisasi
nilai-nilai kesalehan perempuan serta kesadaran dari aktivis perempuan
untuk mengekspresikan diri ke ruang publik karena otoritarianisme
pemimpin dan patriarkisme yang tinggi. Selain itu, penulis menambahkan
berbagai munculnya gerakan feminis Yaman dalam berbagai platform
sosial media yang dianalisis menggunakan teori ruang publik Jurgen
Habermas. Pembahasan pada bab ini dimaksudkan untuk memecahkan
permasalahan penelitian pertama.

BAB IV: Pada bab ini akan dipaparkan mengenai pengaruh
internalisasi nilai kesalehan perempuan yang meliputi analisis teori ruang
publik dan feminism dalam membangun diskursus perlawanan dan protes
dari perempuan Yaman mengenai pemerintahan dan sistem politik.
Berbagai kendala dan rintangan pada agenda pemberdayaan dihadapi oleh
perempuan Yaman. Pembahasan pada bab ini dimaksudkan untuk
memecahkan permasalahan penelitian kedua.

BAB V: Bab ini merupakan bab kesimpulan dari hasil pembahasan
yang terkait dengan rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga berisi saran
dan rekomendasi penelitian selanjutnya ketika membahas penelitian

sejenis.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Kesetaraan Gender dianggap kontroversial dalam banyak masyarakat
konservatif, seperti Yaman, karena berkaitan dengan nilai-nilai agama dan
budaya, peran sosial pria dan wanita, serta dinamika kekuasaan berbasis gender
dalam masyarakat. Selain tradisional dan dominasi laki-laki, Yaman juga dikenal
sebagai negara yang penuh konflik. Gerakan perempuan Yaman mengekspresikan
bentuk protes politik gender dengan cara berdemonstrasi di ruang publik Yaman
serta melakukan kampanye di media sosial untuk menyuarakan hak-hak
perempuan. Gerakan feminis Yaman hadir di tengah konflik Yaman karena
terdapat dampak kolektif dari kurangnya pembangunan dan patriarki lebih keras
pada perempuan daripada laki-laki, dan akibatnya, situasi perempuan Yaman
dalam hal kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi terus mengkhawatirkan
menurut indikator pembangunan internasional.

Pemimpin perempuan Yaman dipilih untuk dua alasan utama: a)
keterlibatan langsung mereka sebagai alat dalam strategi pemberdayaan dan
kebijakan perempuan, dan b) karena mereka adalah pelopor agenda feminis di
Yaman. Para perempuan ini merupakan data empiris tentang dinamika kebijakan
pemberdayaan perempuan, dan wawasan mereka tentang kesetaraan gender di
dalam dan di luar posisi resmi mereka menyediakan pemahaman yang tak ternilai

tentang isu yang diteliti. Munculnya gerakan feminisme yang menyuarakan hak-
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hak perempuan berpengaruh pada negosiasi konflik Yaman dalam politik gender
negara

Penulis menemukan hal menarik bahwa politik protes gender di ruang
publik Yaman dapat mendobrak keberanian perempuan Yaman untuk melawan
tradisi dan hukum patriarkis. Akibat dari politik protes gender tersebut,
pemerintah Yaman membuat kebijakan pemberdayaan perempuan untuk
menjalin relasi gender yang seimbang. Para feminis Yaman juga didukung oleh
para donor untuk melaksanakan proyek pemberdayaan. Walaupun pemberdayaan
perempuan Yaman banyak menemukan kendala besar, namun para pemimpin
perempuan yang gigih dan pemberani tetap menjalankan proyek agenda mereka.
Proyek pemberdayaan yang tidak berkelanjutan tersebut dikarenakan kurangnya
dukungan politik dari segala kalangan, khususnya kalangan masyarakat
konservatif. Maka melalui penelitian ini, penulis menemukan bahwa internalisasi
politik kesalehan/ketundukan perempuan (politic of piety) dapat meningkatkan
pemberdayaan perempuan pada masyarakat Yaman konservatif dengan cara tidak
menggunakan istilah yang dianggap Barat seperti gender, melainkan dengan
istilah keadilan  sosial, dan menggunakan banyak prinsip Islam untuk

mendukung proyek pemberdayaan perempuan.

B. Saran
Beberapa ulasan dan penjelasan penelitian ini bukan akhir dari
pembahasan. Namun, persoalan ini harus diteliti dan diperdalam lagi untuk

mendapatkan hasil penelitian yang otentik dan komprehensif. Beberapa literatur
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dan referensi yang sesuai dengan penelitian yang beragam juga akan menambah
perspektif dan pembahasan yang luas, terutama mengenai gerakan feminisme
Yaman dan identitas post-Arab Spring yang menjadi fokus pembahasan dalam
penelitian ini. Selain itu, permasalahan penelitian yang dikaji dan diteliti dalam
penelitian ini pada dasarnya sangat luas dan beragam, tetapi penulis berusaha
memfokuskan pada pembahasan gerakan feminisme dan politik protes gender di
Yaman post-Arab Spring, terutama pada kurun tahun 2011-2020. Karena
keterbatasan data-data dan eksplorasi penulis, maka penulis masih belum
mengkaji lebih jauh terkait persoalan di Yaman yang kompleks. Tidak hanya itu,
keterbatasan waktu dan beberapa faktor juga menjadi hal yang perlu

dipertimbangkan dalam penulisan penelitian ini.

Riset selanjutnya terkait tema dan problem penelitian yang dibahas dalam
penelitian ini harus terus dilakukan untuk perbaikan penelitian ini. Terlebih
mengenai dinamika politik Yaman post-Arab Spring pasca tahun 2011, dimana
berbagai gejolak politik Yaman juga terus dinamis. Oleh karena itu, perlu adanya
penelusuran dan telaah yang komprehensif membahas tentang permasalahan
tersebut. Tidak hanya itu, persoalan gerakan feminisme dan politik protes gender
yang dinamis, maka perlu adanya usaha memperbarui referensi dan data, serta
situasi dan kondisi yang terjadi dalam lanskap politik Yaman mutakhir. Untuk itu,
penulis mengharapkan usaha penyempurnaan atas keterbatasan tesis dan menjadi

bahan perbaikan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.
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